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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Era 1970-an atau disebut juga masa Orde Baru, Aceh dipenuhi dengan 

pembangunan industri-industri yang strategis untuk pengeksploitas hasil gas alam dan 

minyak bumi. Pada saat itu, sedang berlangsung perubahan rezim dari Soekarno ke 

Soeharto yang membangun harapan masyarakat Aceh agar memiliki kehidupan yang lebih 

baik pada sektor sosial, ekonomi maupun politik. Sayangnya meski pada pemerintahan 

Soeharto gencar melakukan pembangunan-pembangunan proyek industri tetapi 

pembangunan ini tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh, 

sehingga kemiskinan di Aceh tidak terelakkan lagi. Selain itu  pada masa Orde Baru 

bangku pemerintahan Aceh juga banyak diduduki oleh orang-orang Jawa yang sering 

disebut koloniasasi Jawa, hal ini tentu saja membuat rakyat Aceh kecewa terhadap 

pemerintahan Pusat.  

 Kenyataan ini yang melatar belakangi dibentuknya Gerakan Aceh Merdeka 

(GAM) yang bertujuan untuk meminta sepenuhnya kemerdekaan Aceh, tepatnya  pada 

tanggal 4 Desember 1976 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diresmikan oleh Hasan Di Tiro 

yang merupakan keturunan dari keluarga Ulama Muslim terkenal, dan merupakan cucu 

dari salah satu dari banyak pemimpin perang pada masa perlawanan terhadap kolonialis 

Belanda. Keluarga besar di Tiro merupakan bagian dari Kesultanan Aceh. Hasan di Tiro 

adalah seorang pengusaha sukses sekaligus pendiri dari Front Pembebasan Nasional 

Sumatra/Aceh  (Aceh/Sumatra  National  Liberation  Front,  ASNLF),  yang kemudian  

lebih dikenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM, Free Aceh Movement) 

(Aspinal, 2007) 
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 Menurut Rendy Adrikni (dikutip dalam suara.com, 2020) serangan 

pertama GAM terjadi pada tahun 1976-1979 dan menewaskan 200 milisi GAM dan lebih 

100 sipil. Hingga pada pertengahan tahun 1980-an eskalasi konflik antara GAM dan 

Republik Indonesia meluas sekaligus membuat jumlah korban luka-luka, pengusiran 

dari tempat tinggal, serta yang meninggal lebih banyak dibanding perlawanan 

sebelumnya. Menurut  berbagai versi, pada masa orde baru total korban jiwa berada 

dikisaran 2.000-10.000, baik dari kelompok GAM maupun warga sipil. 

Setelah berakhirnya masa Orde Baru dan digantikan dengan Abdul Rahman Wahid 

sebagai presiden Republik Indonesia, beliau mencoba meredakan konflik yang ada di Aceh 

dengan upaya dialog damai dan disebut dengan Jeda Kemanusiaan I dan Jeda 

Kemanusiaan II dan menghentikan DOM yang terus menerus melanggar HAM. Upaya 

yang sama juga dilanjutkan oleh Megawati Soekarno Putri, Jeda Kemanusiaan yang 

dtempuh pemerintah dalam menangani konflik Aceh berjalan cukup baik, tetapi tidak 

berlangsung lama, sehingga Presiden Megawati mengeluarkan Kebijakan Operasi Terpadu. 

Namun kebijakan ini tidak berhasil meredakan perlawanan GAM, sehingga selain presiden 

Soeharto yang menerapkan DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh, presiden Megawati 

juga kembali memberikan status Darurat Militer untuk Aceh dengan mengeluarkan 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 pada tanggal 19 Mei 2003. 

Pendekatan militer yang dilakukan oleh Presiden Soeharto hingga Megawati belum 

bisa menyelesaikan secara tuntas konflik di Aceh sehingga pada masa pemerintahan Susilo 

Bambang Yudhoyono (setelah presiden Megawati), JK yang menjadi wakil SBY 

mengambil langkah untuk berbicara secara informal dengan pihak GAM. Pembicaraan ini 

berlangsung pada akhir Januari hingga Mei 2005 yang dibantu serta fasilitasi oleh Crisis 
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Management Initiative, pembicaraan antara kedua belah pihak berakhir dengan lancar. 

(Prang, 2018) 

 Usaha SBY dan Jusuf Kalla berbuah hasil, meski perseteruan antara Gerakan 

Aceh Merdeka dengan Indonesia berlangsung cukup panjang, tercatat dimulai dari tahun 

1976 hingga akhirnya pada tahun 2005 tercipta kesepakatan damai yang ditandai dengan  

naskah  perjanjian  damai  antara  pemerintah  Indonesia  dengan  Gerakan  Aceh Merdeka,  

yang  kelak  disebut  sebagai  MoU  Helsinki.  Perjanjian  ini  ditandatangani  di Helsinki,  

Finlandia  pada  15  Agustus  2005.  Perundingan  damai  itu  dicetus  oleh  Wakil Presiden 

Indonesia Muhammad Jusuf Kalla. Dari pihak Indonesia menunjuk Hamid Awaluddin 

sebagai koordinator perundingan, sementara koordinator perundingan GAM diwakili oleh 

Malik Mahmud Al Haytar. Proses mediasi antara Indonesia dan GAM dipimpin oleh 

lembaga Crisis Management Initiative (CMI) yaitu Martti Ahtisaari yang merupakan 

mantan Presiden Finlandia. Dalam MoU Helsinki tercantum kesepakatan berbagai hal, 

yang berhubungan dengan politik, sosial ekonomi hingga HAM. Tetapi pada tujuannya 

Perjanjian Helsinki memuat tiga poin utama, yaitu : 

1. Penyelenggaraan pemerintahan di Aceh 

2. Hak Azasi Manusia (HAM), yang menerangkan pembentukan amnesti dan 

upaya reintegrasi mantan anggota GAM dan tahanan politik kedalam masyarakat 

3. Mengatur pemberian amnesti dan upaya reintegrasi mantan anggota GAM dan 

tahanan politik kedalam masyarakat 

Dari hasil perundingan MoU Helsinki, lahirlah UUPA (Undang-Undang 

Pemerintah Aceh) yang digagas pada tahun 2006 silam oleh Pemerintah Pusat dan DPR-

RI. Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai komitmen bersama 

antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Dengan adanya UUPA ini 
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masyarakat Aceh berharap penuh agar kedepannya setelah proses MoU Helsinki lahir, 

maka segala bentuk tuntutan kepada pemerintah Pusat dapat dijalani dan dirasakan serta 

dinikmati seutuhnya oleh masyarakat Aceh yang menjujung tinggi nilai-nilai keistimewaan 

daerah. Hingga saat ini, GAM dan Indonesia masih saling menghargai dan berkomitmen 

untuk terus menaati aturan-aturan yang terdapat di Perjanjian Helsinki, dan hingga 15 

tahun masa damai Aceh, pemberontakan GAM tidak terdengar lagi.   

Dalam 15 tahun masa damai banyak perubahan-perubahan yang terjadi di Aceh, 

dari perubahan aspek politik, ekonomi hingga sosial. Pada masa konflik sebelum perjanjian 

Helsinki diresmikan situasi di Aceh sangat menakutkan, para penduduk Aceh banyak yang 

mengungsi di wilayah terdekat sedangkan penduduk yang masih tinggal selalu merasa 

was-was dengan setiap keadaan yang terjadi, hal ini menggambarkan bahwa rendahnya 

keamanan di Aceh sebelum perjanjian Helsinki diresmikan. Selain keamanan, kehidupan 

sosial di Aceh juga menjadi sorotan khususnya kehidupan-mantan kombatan GAM (eks-

GAM). Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka terlebih yang berada di Aceh Utara 

yang merupakan tempat lahirnya Gerakan Aceh Merdeka, hingga saat ini masih banyak 

dalam tahap proses untuk bisa diterima kembali oleh masyarakat sipil. Hal ini tentu saja 

dikarenakan masyarakat Aceh masih merasa takut dan cemas akan cerita kelam dan 

trauma-trauma konflik yang pernah terjadi, dan tentu saja memerlukan waktu yang tidak 

sedikit untuk dapat menerima kembali mantan kombatan GAM dalam lingkungan sosial 

hidup bermasyarakat. Meski begitu, hingga saat ini konstruksi perdamaian antara 

masyarakat Aceh dengan mantan kombatan GAM terus terbangun sehingga semua mantan 

kombatan GAM diharapkan dapat diterima kembali oleh masyarakat Aceh. 

 15 tahun masa damai Aceh membuktikan bahwa perjanjian Helsinki dapat 

membangun perdamaian jangka panjang di Aceh, perjanjian ini mampu menahan konflik 

dan perang berkelanjutan antara Gerakan Aceh Merdeka dan Republik Indonesia selama 
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15 tahun masa damai. Hal ini tentu saja membuat perjanjian Helsinki istimewa daripada 

perjanjian damai lainnya dinegara-negara Asia maupun dunia. Berbeda dengan perjanjian 

perdamaian yang terjadi di Filipina, negara Filipina dengan front pembebasan Islam Moro 

(Moro Islamic Liberation Front/MILF) juga telah menandantangani perjanjian damai pada 

27 Maret 2004, tetapi masih terdapat kelompok-kelompok separatisme yang kemudian 

lahir dan berasal dari pemberontak Milf, seperti grup Maute, yaitu kelompok yang 

menamakan diri sesuai dengan nama pendirinya yaitu Abdullah dan Omar Maute, yang 

telah bergabung dengan ISIS sejak 2015. Anggota Maute merupakan gabungan antara 

pemberontak MILF dan jihadis dari luar negeri. Mereka bertanggungjawab atas serangan 

berdarah di kota Butig dan Marawi. Selain itu pada April 2016 disebut Islamic State 

menunjuk Isnilon Hapilon sebagai “Emir” bagi semua gerilyawan ISIS di Filipina. Hapilon 

bertugas menyatukan semua kelompok pecahan setia pada ISIS. Selain pemberontakan 

separatisme di Asia Tenggara, negara Kaukasus di Persimpangan Eropa dan Asia Barat 

Daya yaitu Azerbaijan, juga mengalami konflik yang sama. Konflik di Azerbaijan dilatar 

belakangi oleh konflik etnis antara Armenia dan Azerbaijan yang merubut wilayah 

Nagorno-Karabakh. Secara de facto dikuasai oleh Republik Nagorno-Karabakh yang 

diproklamasikan sendiri, tetapi secara Internasional diakui masih menjadi bagian 

Azerbaijan. Perseteruan ini menjadi, konflik yang tidak terselesaikan hingga kini. Meski 

telah ada kesepakatan damai antara Armenia dan Azerbaijan pada 10 November 2020 yang 

ditengahi oleh Rusia, tetapi pada 13 Desember 2020, konflik di Karabakh kembali terjadi 

dengan ditandai tewasnya tentara Azerbaijan. 

Melihat banyak konflik yang terus terjadi di dunia seperti konflik yang terjadi di 

Filipina dan Azerbaijan yang masih berlangsung sampai saat ini, membuat kita berpikir 

upaya damai merupakan sebuah kemustahilan yang susah tercapai. Tetapi hingga saat ini 
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Perjanjian Helsinki dapat mematahkan pemikiran tersebut. Terbukti Gerakan Aceh 

Merdeka dan Indonesia dapat berhasil rukun kembali hingga sampai 15 tahun.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana peacebuilding di Aceh 

pascaperjanjian Helsinki dari tahun 2005-2020?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: “Untuk mengetahui peacebuilding di Aceh pascaperjanjian 

Helsinki dari tahun 2005-2020” 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dimata kuliah Ilmu 

Hubungan Internasional khususnya konsentrasi keamanan Internasional mengenai konflik 

separatisme dan pengaruh lingkungan terhadap konflik. 

1.4.2    Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menambahkan wawasan tentang 

eskalasi konflik yang terjadi serta pengaruh konflik terhadap masyarakat sipil. 

1.4.2.2 Bagi  Lembaga  Pemerintah,  menjadi  salah  satu  rujukan  dalam  melihat  

penyebab- penyebab  pemberontakan  dan  konflik  yang  terjadi  secara  konflik  

internal  dan pelaksana peacebuilding didalamnya. 
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